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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual karena dalam budaya 

patriarki memposisikan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki dan perempuan 

direduksi menjadi objek seksual. Kekerasan seksual dapat terjadi baik di ranah 

pribadi (di dalam rumah) maupun publik (di luar rumah), misalnya di transportasi 

umum, di jalan, atau di tempat yang sepi di malam hari. Sayangnya, kekerasan 

seksual juga dapat terjadi di lingkungan perguruan tinggi, baik perguruan tinggi 

Negeri maupun Swasta seperti yang diuraikan pada bagian berikutnya. 

Pada umumnya, saat terjadi kekerasan seksual, baik kepada dosen maupun 

mahasiswi, korban bingung hendak melapor ke mana. Saat melapor ke tingkat 

jurusan atau fakultas, pada umumnya korban tidak dapat ditangani dengan baik 

mengingat belum adanya pedoman yang dapat menjadi rujukan bagi pencegahan 

dan penanganan kasus kekerasan seksual di Kampus. Ketiadaan pedoman 

penanganan kasus ini membuat korban tidak dapat dipulihkan karena trauma yang 

diakibatkan dari kekerasan seksual yang dialaminya, sementara pelaku seperti 

merasa dilindungi oleh pihak kampus dan kemungkinan bisa menimbulkan banyak 

korban lainnya. Oleh karena itu buku ini disusun untuk dijadikan pedoman yang 

dapat dirujuk saat ada kasus kekerasan seksual di Kampus. Agar 

terimplementasikan dengan baik, maka secara regulatif, Kementerian Riset dan 

Teknologi Wilayah X, mengeluarkan Surat Edaran Plt.Ketua Layanan Pendidikan 

Tinggi Wilayah X Nomor : 0178/LL10/ WS.00.05./2022 Tentang Pembentukan 

SATGAS Kekerasan Seksual di Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia 

Tanjungpinang . 
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1.1.1 Profil STT Indonesia Tanjungpinang 

Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia telah berdiri sejak tahun 1990 di Kota 

Bandung yang merupakan perguruan tinggi yang berada dibawah naungan Yayasan 

Penelitian dan Pengembangan Komputer Indonesia. 

 Dalam operasional akademik, STT Indonesia ini telah membuka beberapa Program 

Studi antara lain Teknik Informatika jenjang S1, Teknik Industri jenjang S1, dan 

Sistem Informasi jenjang S1, yang untuk selanjutnya program studi tersebut 

masing-masing telah Terakreditasi Peringkat C oleh Badan Akreditasi Nasional, 

yaitu : 

         Teknik Industri jenjang S1  : No : 014/BAN-PT/Ak-IV/VII/2000 

Teknik Informatika jenjang S1  :  No : 042/BAN-PT/Ak-

XV/S1/XI/2012 

Sistem Informasi jenjang S1  : No : 014/BAN-PT/Ak-

XV/S1/VI/2012 

Mulai Tahun Akademik 2007 / 2008 berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 79/D/O/2007, tanggal 18 Juni 2007, 

STT Indonesia yang semula beroperasi di Kota Bandung dipindahkan ijin 

operasionalnya secara mandiri ke Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, 

sehingga tidak ada STT Indonesia yang beroperasional di Kota Bandung / kota 

lainnya selain Kota Tanjungpinang. Persetujuan penyelenggaraan operasionalitas 

STT Indonesia di Kota Tanjungpinang oleh Menteri Pendidikan Nasional tersebut 

telah menyetujui pelaksanaan program studi : 

1. Teknik Informatika jenjang program Sarjana (S-1) 

2. Sistem Informasi jenjang program Sarjana (S1) 

Khusus untuk program studi Sistem Informasi memiliki konsentrasi studi Komputer 

Akuntansi program jenjang Sarjana (S-1). Pada tahun pertama (2007), jumlah 

mahasiswa yang diterima sejumlah 130 orang yang tersebar pada program studi 

Teknik Informatika ,Sistem Informasi dan Sistem Informasi konsentrasi Komputer 
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Akuntansi baik jenjang Sarjana. Memasuki tahun ketujuh (2014) STT Indonesia 

menerima kembali mahasiswa baru sejumlah 201 orang mahasiswa. 

A. Lambang (Logo) 

Bentuk : Setengah Lingkaran Berbentuk Oval Terbuka yang ditengahnya terdapat 

tulisan STT Indonesia. 

 

1) Dimensi berukuran p x l dengan perbandingan p : l = 9 : 8 bagian. 

2) Isi  : Setengah Lingkaran Berbentuk Oval Terbuka yang ditengahnya terdapat 

tulisan STT Indonesia. 

3) Warna : 

4) Setengah Lingkaran Berbentuk Oval Terbuka : Biru Laut. 

5) Tulisan STT INDONESIA : Hitam. 

6) Dasar : Putih.   

7) Makna : 

8) Setengah Lingkaran Berbentuk Oval Terbuka Melambangkan Era Teknologi 

9) Tulisan STT INDONESIA Melambangkan Kesederhanaan dan Ketegasan 

dalam menuntut ilmu. 

 

B. Visi Dan Misi STT Indonesia Tanjungpinang 

1). Visi 

“Menjadi pusat pendidikan berkualitas dalam bidang teknologi khususnya 

teknologi informasi berskala nasional”. 

2). Misi 

Visi STT Indonesia akan diwujudkan melalui pelaksanaan misi sebagai berikut :  
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Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknologi khususnya teknologi 

informasi terapan dengan menjalin kemitraan dengan pemerintah, lembaga 

swadaya dan industri. 

Menyelenggarakan penelitian dalam bidang teknologi informasi terapan untuk 

membantu lembaga dan dunia industri dalam meningkatkan kinerjanya. 

Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi 

informasi yang tepat guna dan berdaya guna di sumatera dan sekitarnya ; dan 

Membangun hubungan kerja yang harmonis dengan penuh rasa kekeluargaan dan 

etos kerja yang baik untuk meraih prestasi yang lebih baik. 

C. TUJUAN DAN SASARAN  

1) TUJUAN PENDIDIKAN 

a) Menyiapkan peserta didik yang berkualitas dan mampu bersaing di bidang 

teknologi terapan. 

b) Menghasilkan lulusan yang memiliki etos kerja dan daya serap yang tinggi 

di masyarakat. 

c) Menghasilkan penelitian yang dapat membantu industri kecil dan 

menengah. 

d) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

desain serta  penggunaannya secara professional. 

e) Menghasilkan sumberdaya manusia yang kreatif dan mampu bersaing di 

dunia usaha. 

f) Terciptanya hubungan kerja sama yang harmonis antara pengguna lulusan 

dan lembaga. 

2). SASARAN PENDIDIKAN  

Sasaran STT Indonesia Tanjungpinang yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Akademik 

1) Implementasi dan pengembangan kurikulum 2014. 

2) Peningkatan kompetensi mahasiswa melalui pelatihan dan sertifikasi. 
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3) Mengikutsertakan mahasiswa dalam bidang penalaran, bakat, minat serta 

berbagai event perlombaan. 

4) Bekerjasama dengan lembaga pemerintahan dan lembaga swadaya. 

5) Bekerjasama dengan perguruan tinggi lain dalam pengembangan kurikulum 

dan sistem informasi. 

6) Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam penggunaan bahasa 

internasional. 

7) Bekerjasama dengan perusahaan sebagai pengembangan kompetensi 

mahasiswa dalam berwirausaha. 

8) Pembagian kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian. 

b. Infrastruktur 

1) Peningkatan infrastruktur lab secara kuantitas. 

2) Peningkatan kualitas laboratorium. 

3) Peningkatan sarana kreativitas mahasiswa. 

4) Persiapan dan pembangunan gedung kampus 2. 

c. ICT 

1) Pembentukan landasan database akademik. 

2) Pengembangan sistem informasi perpustakaan. 

3) Pengembangan SIMAK berbasis online. 

4) Pengembangan e-learning dan e-library. 

5) Pengembangan Sistem Informasi KP dan Skripsi berbasis online. 

d. Sumber Daya Manusia (SDM) 

1) Persiapan calon tenaga pengajar tetap tambahan. 

2) Peningkatan kualifikasi jenjang pendidikan tenaga pengajar tetap baik 

dalam jenjang pendidikan maupun jabatan fungsional. 

3) Pengembangan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui 

pelatihan. 

4) Peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidikan maupun non 

kependidikan. 
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e. Penjaminan Mutu 

1) Persiapan penerapan sistem penjaminan mutu internal. 

2) Pembentukan unit penjaminan mutu internal. 

3) Penyusunan manual mutu, distribusi dan sosialisasi manual mutu. 

f. Penelitian 

1) Mengikutsertakan dosen dalam berbagai event seminar, proceeding yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain, instansi-instansi pemerintahan 

maupun swasta. 

2) Menyediakan dana penelitian bagi dosen. 

3) Sosialisasi jurnal dengan bekerjasama dengan PT lain. 

4) Akreditasi jurnal. 

g. Pengabdian kepada masyarakat 

1) Mengadakan Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi bagi masyarakat. 

2) Bekerjasama dengan lembaga pemerintahan dalam pengembangan 

teknologi informasi. 

1.2.Tujuan 

Tujuan disusunnya buku ini adalah agar dapat dijadikan pedoman bagi upaya 

pencegahan dan penanganan kasus ke- kerasan seksual pada lingkup civitas 

akademika STT Indonesia Tanjungpinang, agar tidak terjadi reviktimisasi (lebih 

mengorbankan korban se- perti menyalahkan atau bahkan menghukum korban), 

memu- tus impunitas dan mencegah keberulangan. 

1.3.Sasaran 

Pengguna pedoman pencegahan dan penanganan kasus ke- kerasan seksual di STT 

Indonesia Tanjungpinang ini adalah semua civitas akademika, terutama pejabat 

yang berwenang menangani kasus-kasus kekerasan seksual di kampus. 

1.4 .Ruang Lingkup 

Ruang lingkup upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual 

ditujukan untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi di internal maupun eksternal 
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kampus, yang melibatkan civitas akedemika (pejabat, dosen, mahasiswa dan 

karyawan kampus termasuk staff keamanan dan petugas kebersihan) di lingkungan 

kampus STT Indonesia Tanjungpinang. 

1. 5  Isi dan Cara Penggunaan 

Bagian pertama dari buku pedoman ini berisi: 

Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dan mengapa 

perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual, serta situasi nyata 

kekerasan seksual yang dialami oleh mayoritas mahasiswi di berbagai Kampus. Hal 

ini dijelaskan agar civitas akademika mengetahui apa saja yang dimaksud 

kekerasan seksual dan jenis-jenisnya serta cara penanganannya. 
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BAB II 

MEMAHAMI KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI 

 

2.1. Mengenal Kekerasan Seksual Sebagai Kekerasan Berbasis Gender 

(Gender   Based Violence/GBV) 

Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite Penghapusan Diskri- minasi 

terhadap Perempuan (Komite CEDAW) tentang ke- kerasan terhadap 

perempuan menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah suatu 

bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi perempuan untuk 

menikmati hak- hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan 

laki-laki. Rekomendasi umum ini juga menegaskan tentang tindak 

kekerasan berbasis gender sebagai tindak kekerasan yang secara 

langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin 

perempuan atau memberi akibat pada perempuan secara tidak 

proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan 

kerugian atau penderitaan fisik, psikis, dan seksual atau ancaman, 

pemaksaan dan bentuk- bentuk perampasan hak kebebasan lainnya. 

Memperkuat Rekomendasi Umum ini, Deklarasi   Wina 1993 

menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan 

pelanggaran HAM. Karena itu penghapusan kekerasan terhadap 

perempuan/kekerasan seksual adalah mutlak merupakan bagian dari 

pengakuan hak asasi manusia. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan 

merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap 

tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, 

dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan 

kehendak seseorang, dan/ atau tindakan lain yang menyebabkan 

seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan 

bebas, ka- rena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau se bab 

lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan 

secara fisik, psikis, seksual, kerugian se- cara ekonomi, sosial, budaya, 
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dan/atau politik (Komnas Perempuan, Naskah Akademis Rancangan 

Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal 93, 2016). 

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan selama kurun waktu 

1998 - 2011 menunjukkan bahwa 25% data kekerasan terhadap perempuan 

(KtP) adalah kekerasan seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa KtP 

banyak yang mengarah pada atribut seksual. Konstruksi gender sebagai 

konstruksi sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat selama ini 

lebih banyak menempatkan perempuan sebagai obyek seksual, makhluk 

kelas dua yang potensial mengalami kekerasan dan diskriminasi. Bahkan 

keberadaan perempuan acapkali dianggap sebagai pemicu terjadinya 

tindakan kekerasan seksual, mulai dari yang bersifat pelecehan seksual 

hingga perkosaan, eksploitasi seksual dan perbudakan seksual. 

CATAHU Komnas Perempuan 2019 terkait dengan Kekerasan Seksual 

menunjukkan bahwa terjadi Persetubuhan 156 kasus, Pelecehan Seksual 

394 kasus, Percobaan Perkosaan 18 kasus, Perkosaan 762 kasus dan 

Pencabulan 1136 kasus, dan lainnya 55 kasus. 

         2.2. Situasi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi 

Kekerasan seksual sayangnya juga terjadi di perguruan tinggi: antar 

personal civitas akademia. Di antaranya dilakukan oleh dosen, tenaga 

kependidikan, karyawan, dan mahasiswa. Berikut ini adalah gambaran 

situasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi 

yang dapat dipetakan berdasarkan: korban kekerasan seksual, jenis-jenis 

kekerasan seksual, pelaku kekerasan seksual, respon korban atas tindakan 

kekerasan seksual dan penanganan korban kekerasan seksual. 

Data yang telah dikumpulkan dari 16 Perguruan Tinggi di Indonesia yang 

dipresentasikan pada workshop yang diadakan tanggal 20 – 21 Agustus 

2019 menunjukkan bahwa data kasus yang masuk dan dikompilasi adalah 

1011 kasus. Data yang terangkum ini didapat berdasarkan survey 

menggunakan google form kepada para mahasiswa dalam waktu yang 

singkat (kurang lebih seminggu).
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Berkaitan dengan jenis kekerasan seksual yang terjadi, berdasarkan 

laporan masing-masing perguruan tinggi tersebut, dibedakan berdasarkan: 

pelecehan seksual secara fisik, verbal, isyarat, tertulis atau gambar, 

psikologis, perkosaan, intimidasi seksual, eksploitasi seksual, prostitusi 

paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan 

kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, dan 

penyiksaan seksual. Jenis-jenis kasus tersebut bervariasi antara satu 

perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya. 

Dari data tersebut di atas berkaitan dengan kasus yang terjadi, pelaku 

kekerasan seksual yang paling banyak adalah dilakukan antara 

mahasiswa yaitu 22 pelaku. Sementara, pelaku dari karyawan yaitu 7 

pelaku. Dan yang masuk pada kategori dosen sebagai pelaku sebanyak 

15 orang. Data ini diperoleh berdasarkan data mentah dari 16 perguruan 

tinggi melalui focus group discussion yang diadakan tanggal 20 Agustus 

2019 di Jakarta. Pelaku kekerasan seksual terhadap civitas akademika 

juga banyak dilakukan oleh pihak-pihak luar kampus seperti keluarga dan 

orang asing. 

Dari beberapa kasus kekerasan seksual salahsatunya pelecehan yang terjadi 

di kampus, respon korban atas kejadian tersebut beragam. Hal ini terjadi 

karena memang banyak di antara mereka yang belum memahami tentang 

kekerasan seksual (KS) dan ketiadaan mekanisme atau prosedur 

pengaduan resmi atas apa yang mereka alami. Akibatnya, kasus-kasus 

yang muncul saat ini umumnya ditangani oleh individu dosen atau pihak 

struktural kampus, tetapi dengan penangan yang sangat terbatas. Kondisi 

ini yang menyebabkan korban Kekerasan Seksual  enggan melaporkan 

kasusnya. 
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BAB III 

STANDAR PENANGANAN KORBAN 

 

         3.1. Prinsip dan Standar Penanganan Korban 

 

Prinsip dan standar diperlukan sebagai landasan dalam pelaksanaan 

mekanisme penanganan korban kekerasan seksual. Prinsip dan standar ini 

harus dipenuhi dalam penanganan korban dan ditaati oleh semua pihak. 

Prinsip dan standar yang ada dalam mekanisme ini dirumuskan dari 

Peraturan Perundangan dan sejumlah pedoman penanganan perempuan 

korban kekerasan seksual: 

 

A. Prinsip-prinsip Penanganan Korban 

1) Penanganan sesuai dengan bentuk dan jenis kekerasan 

2) Partisipasi korban (menghargai pilihan dan keputusan korban) 

3) Menjaga kerahasiaan korban 

4) Tidak menghakimi 

5) Berlandaskan teologi pemberdayaan dan perlindungan 

6) Non diskriminasi 

7) Berkeadilan gender 

8) Berkelanjutan 

9) Empati 
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3.2  Standar Layanan Korban Mencakup: 

 

1) Ketersediaan 

 Standar layanan ini disusun berdasarkan kebutuhan pena nganan yang 

cukup komprehensif untuk korban KS. Ketika mekanisme ini belum ada 

atau tersedia di STT Indonesia Tanjungpinag, maka di- butuhkan proses 

rujukan ke institusi lain: 

 Tersedianya layanan pengaduan, tempat tinggal semen- tara, layanan medis 

dasar, bantuan hukum, layanan psi- kologi, penguatan spiritual, dan 

penguatan keluarga dan masyarakat ( reintegrasi sosial) 

 Tersedianya SDM/petugas yang mendampingi korban dalam mengikuti 

proses yang diperlukan 

 Tersedianya sarana prasarana seperti kantor, ruang pengaduan, dan 

transportasi dalam pelayanan korban 

 Tersedianya anggaran yang memadai untuk penanganan korban. 

 

2) Akses 

 Tersedianya informasi yang memadai tentang layanan penanganan korban 

kekerasan seksual bagi seluruh civi- tas akademika termasuk penyandang 

disabilitas. Fasilitas layanan penanganan korban kekerasan seksual tersedia 

dan terjangkau secara fisik (jarak, transportasi dan ke- amanan). 

 Tersedianya anggaran penangangan yang mencukupi sehingga layanan 

yang diberikan bebas biaya 

 Prosedur dan persyaratan penanganan tidak menghalangi kesetaraan akses. 

 Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan harus menjaga dan 

melindungi kerahasianan korban, termasuk hal-hal lain yang dapat 

mengakibatkan ter- ungkapnya identitas korban 

 Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan memiliki perspektif 

korban dan HAM. 

 Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan harus menghormati 

budaya, tradisi dan pengalaman korban 

 Seluruh layanan, sistem, dan  prosedur yang dijalankan 

 harus menghormati dan memberikan kesempatan untuk menjalani 

keyakinan dan agamanya 

 Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan 

 mempertimbangkan kondisi kerentanan khusus korban seperti penyandang 

disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. 

 



16 
 

3) Kualitas 

 Semua layanan, sistem, prosedur, sarana prasarana, SDM, media informasi 

penanganan korban kekerasan seksual harus memenuhi standar yang 

berkualitas 

 Semua layanan, sistem, prosedur, sarana prasarana, SDM, 

 media informasi penanganan korban kekerasan seksual harus memenuhi 

kelayakan. 

 

4) Partisipasi 

Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan memastikan adanya 

pemberdayaan dan keterlibatan korban, keluarga, pendamping dan orang -

orang yang dipercaya korban. 

5) Prinsip-prinsip rujukan 

Ada beberapa hal yang menjadi prinsip rujukan: 

Rujukan merupakan tanggung jawab terhadap akses ke- adilan bagi korban. 

Korban kekerasan terhadap perempuan membutuhkan dukungan agar akses 

layanan untuk mendapatkan keadilan atas kasus yang dialami lebih mudah. 

6) Relasi setara 

Relasi setara yang dibangun antar sarana penanganan korban di STT 

Indonesia Tanjungpinang dengan instansi penerima rujukan. 

 

           3.3. Layanan Terhadap Penerima Laporan. 

Layanan yang diberikan oleh penerima laporan maupun pe- nerima rujukan 

merupakan kesatuan yang komprehensif dan integratif. Relasi setara ini akan 

mendukung kemaksimalan layanan dan partisipasi korban. 

Layanan rujukan yang bisa diberikan kepada perempuan korban adalah: 

1) Layanan Medis dan Psikologis 

Bentuk layanan yang diberikan bisa berupa pengobatan atau layanan medis dan 

layanan psikologis, dalam rangka pemulihan fisik dan psikis maupun layanan medis 

yang berkaitan dengan kepentingan hukum seperti visum dan tes DNA. Pada 

korban yang mengalami disabilitas tertentu membutuhkan penguatan dari psikolog 

dan juga psikiater, untuk menguatkan situasi yang dialami dan mendukung 

keterangan yang dibuatnya. Penguatan dari psikolog dan psikiater juga diberikan 

kepada korban yang tidak mengalami disabilitas yang mengalami kendala.
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2) Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum 

Layanan bantuan hukum yang mencakup penyediaan informasi menyangkut proses 

hukum, konsultasi hukum dan pendampingan hukum termasuk pendampingan saat 

proses peradilan. 

3) Layanan reintegrasi sosial 

Memberikan layanan agar korban dapat diterima kembali oleh lingkungan 

sosialnya, baik di dalam maupun di luar kampus, layanan ini termasuk mencegah 

stigma pada korban, dan pemulihan nama baik 

4) Layanan tempat aman 

Berupa penyediaan tempat aman untuk perlindungan bagi korban termasuk agar 

pelaku tidak dapat menjangkau atau mengetahui keberadaan korban. Layanan ini 

mensyaratkan lokasinya tidak diketahui oleh pihak-pihak yang tidak memiliki 

kepentingan untuk mendukung proses pemulihan korban. 

5) Layanan konseling lanjutan 

Konseling lanjutan ini dimaksudkan untuk mendukung korban agar dapat mencapai 

kesadaran atas haknya dan membantu korban mengambil keputusan atas kasusnya. 

Konseling ini juga diperlukan ketika korban membutuhkan bantuan dari konselor 

profesional. 

Syarat dalam melakukan proses rujukan: 

Menentukan lembaga layanan untuk rujukan: 

a. Identifikasi instansi atau pihak yang memiliki layanan penanganan korban 

sesuai dengan yang dibutuhkan 

b. Memastikan instansi yang dirujuk memiliki SOP atau prosedur umum 

layanan yang sesuai dengan prinsip- prinsip penanganan korban. 

c. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan instansi yang akan dirujuk 

untuk pemenuhan kebutuhan korban. Komunikasi dan koordinasi ini juga 

dilakukan setelah kasus. 
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BAB IV 

MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN 

SEKSUAL 

 

 

4.1. Mekanisme Pencegahan Kekerasan Seksual 

 

Pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan di semua lini termasuk di 

lingkungan STT Indonesia Tanjungpinang. Berikut adalah mekanisme 

pencegahan kekerasan seksual: 

 

4.1.1 Prinsip Pencegahan 

Prinsip pencegahan merupakan dasar-dasar pelaksanaan dari pencegahan 

itu sendiri, sehingga pencegahan kekerasan di lingkungan STT Indonesia 

Tanjungpinang menjadi terstruktur, tersistematis dan terealisasi tepat 

dengan sasarannya. Prinsip-prinsip ini bisa dilaksanakan dalam beberapa 

bentuk, yaitu: 

 

1. Memegang Prinsip Keadilan 

Perilaku kekerasan harus diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan 

yang berlaku tanpa memandang status dan kedudukan pelaku tersebut. 

 

2. Tidak Diskriminatif 

Sikap dan tindakan yang tidak mendiskriminasi, terutama tidak 

menyalahkan korban serta mencegah pelambatan atau bahkan 

penghentian proses penyelesaian kasus kekerasan seksual yang 

dipengaruhi oleh jabatan, kedudukan dan keberadaan pelaku. 

 

3. Terintegrasi fisik dan non fisik 

Pencegahan terhadap kekerasan seksual di lingkungan STT Indonesia 

Tanjungpinang harus dilakukan dengan prinsip terintegrasi, meliputi baik 
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fisik maupun non fisik, sehingga satu sama lainnya saling memperkuat 

eksistensi pencegahan tersebut dan tindak kekerasan tidak mudah terjadi 

atau dilakukan oleh siapa saja. 

 

4. Melibatkan semua pihak 

Pencegahan kekerasan di STT Indonesia Tanjungpinang harus melibatkan 

semua individu di dalamnya, baik kapasitasnya sebagai mahasiswa, tenaga 

pendidik, kependidikan, karyawan, Pihak Ketiga yang Bekerja sama 

maupun Masyarakat lingkungan Sekitar STT Indonesia Tanjungpinang. 

 

4.1.2 Langkah-langkah Strategis Pencegahan 

Dalam menjalankan langkah-langkah, maka hal yang sangat penting 

diperhatikan adalah keberpihakan kepada korban. 

 

1. Bentuk Tindakan, Atau Program 

Di samping adanya prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam 

mencegah kekerasan maka pencegahan juga harus dilakukan dengan 

berbagai tindakan, langkah atau program di antaranya adalah: 

 

a) Melakukan Kajian dan Pemetaan 

Kajian dan pemetaan terhadap kondisi dan potensi kekerasan di 

kampus. Sebagai bahan untuk menyusun program atau kebijakan. 

 

b) Mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan gender dalam kurikulum 

Integrasikan nilai-nilai HAM dan Gender dilakukan dalam Mata 

Kuliah Dasar Umum(MKDU) atau mata kuliah lain yang berkaitan 

langsung dengan kesejahteraan, keagamaan, dan seterusnya. Di 

samping itu, juga biasa dilakukan dengan mengadvokasi penulisan-

penulisan skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan 

pencegahan kekerasan tersebut. 
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c) Penyelenggaraan Workshop, Diskusi, Konferensi dan Seje nisnya 

                Pencegahan kekerasan dapat dilakukan dengan melakukan workshop.     

d) Memaksimalkan Edukasi Anti Kekerasan 

Pencegahan kekerasan juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan 

edukasi melalui berbagai media, terkait dengan tema anti kekerasan 

pada kegiatan kampus di antaranya pada saat: 

 Pada kegiatan Pembelajaran. 

 Pembekalan Kerja Praktik (KP) 

 Diskusi Konsorsium keilmuan 

 Pembinaan pegawai/karyawan 

 Melalui medsos. 

 

4.1.3 Sasaran Pencegahan Kekerasan Seksual 

Sasaran pencegahan kekerasan seksual adalah individu yang dapat 

melakukan kegiatan Kekerasan Seksual di lingkungan STT Indonesia 

Tanjungpinang, yaitu: 

1) Mahasiswa 

2) Tenaga Pendidik di STT Indonesia Tanjungpinang (Dosen) 

3) Tenaga Kependidikan di STT Indonesia Tanjungpinang(Staff, Petugas 

perpustakaan, Puskom) 

4) Karyawan di STT Indonesia Tanjungpinang (Satpam dan Cleaning 

Service/Office Boy/ Bagian Umum/Front Office) 

5) Masyarakat di lingkungan STT Indonesia Tanjungpinang (pemilik 

kost/rumah sewa, dan masyarakat Desa/Kelurahan di sekitar STT 

Indonesia Tanjungpinang). 

4.1.4. Individu yang Terlibat/Bertanggung Jawab 

Individu yang terlibat/bertanggungjawab terhadap pencegahan kekerasan 

seksual   merupakan   individu   yang   berada di lingkungan STT 

Indonesia Tanjungpinang ataupun orang yang menjadi bagian warga 

akademik  dan memiliki fungsi menerima beban moril, materil maupun 

immateril untuk terlibat aktif dalam pencegahan kekerasan  seksual   (KS)   
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dengan   melaksanakan   kegiatan/ aktivitas pencegahan kekerasan 

seksual (KS) sebagai bentuk affirmative action melindungi seluruh civitas 

akademika STT Indonesia Tanjungpinang  agar terhindar dari aktivitas 

asusila/kekerasan seksual. 

Individu yang terlibat ataupun yang bertanggungjawab terhadap 

pencegahan kekerasan seksual yaitu: 

1) Ketua STT Indonesia Tanjungpinang 

2) Wakil Rektor I Bidang Akademik  

3) Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan 

Keuangan 

4) Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Humas 

5) Ketua Jurusan 

6) Tenaga Pendidik (Dosen) 

7) Tenaga Kependidikan (Staf/petugas perpustakaan) 

8) Karyawan (Satpam dan Cleaning Service/ Front Office) di STT Indonesia 

Tanjungpinang. 

9) Mahasiswa 

10) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan MPM (Majelis Permusyawaratan 

Mahasiswa ) STT Indonesia Tanjungpinang 

11) Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa 

12) Kerjasama Pihak ketiga STT Indonesia Tanjungpinang 

(lembaga/institusi/badan berdasarkan MoU) 

13) Masyarakat di lingkungan STT Indonesia Tanjungpinang  (pemilik 

kost/ rumah sewa, perangkat desa/kelurahan, dan masyarakat 

setempat). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Program penguatan kapasitas civitas akademika dan tenaga kependidikan di STT 

Indonesia Tanjungpinang dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual 

dilakukan secara terencana dan berkesi- nambungan akar bisa mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

Untuk mengetahui sejauhmana tujuan penguatan kapasitas civitas akademika dan 

tenaga kependidikan di STT Indonesia Tanjungpinang dalam pencegahan dan 

penanganan tindak kekerasan seksual sudah tercapai atau belum, perlu dilakukan 

evaluasi secara periodik dengan memperhatikan tujuan dan indikator capaian yang 

sudah direncanakan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 

(2020), Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Jakarta : 

Nurtjahyo, Lidwina Inge & Putri, Saraswati. Buku Saku Standar Operasional 

Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas 

Indonesia Salemba dan Depok. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

Bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. 

 

 


